
SALINAN

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (3)

Peraturan Pemeriutali Nomor 12 Tahun 2019 teirtang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk
Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan
Sekretariat Daerah Tahun Anggatan 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penunjukan Bendahara Pengeluarart
Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia
Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor' 415), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20rl Nomor 1-55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peratural Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor A2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 terrtang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan
Peraturan Per-undang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O1);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5587), sebagaimala
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58. Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 202 I tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 238, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6730);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Rarang,/.Iasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 33);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan
kovinsi Papua Barat (Lcmba-ran Ncgara Rcpublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 6O);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157):

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 ^tahttn 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor
t78Ll.

14. Peraturan Gubernur Papua Tcngah Nomor 2 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
2O22 Nomor 2l;

15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 10 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2023 Nomor 10);

16. Keputusal Gubernur Papua Tengah Nomor 119 Tahun
2023 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pada
Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
Anggaran2023;

Surat Pengantar Plt. Kepala BPPKAD Provinsi Papua
Tengah Nomor : 9OO.l 1249/BPPKAD/PPT 12023 tanggal
30 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN

Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di
Lingkungan Sekretariat Daerah Ftovinsi Papua Tengah
Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Ttrgas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran
Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
sebagai berikut :

1. memintakan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada
Bendahara Pengeluaran sesuai kebutuhan Kuasa
Pengguna Anggaran yang bersangkutan;

2. mencatat pengambilan dan pengeluaran pada buku
panjar Kuasa Pengguna Anggaran;

3. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
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4. membuat laporan pertanggungiawaban secara
administratif kepada KPA dan laporan
pertanggungiawaban secara fungsional kepada
Rendahara Pengeluaran secara periodik; dan

5. menyampaikan bukti-bukti SPJ yang telah
dibayar kepada Bendahara Pengeluaran.

Segala bialra yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
Anggaran 2023.

Keputusan ini mulai tre'daku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nahire
pada tanggal 24 Agustus 2023

D. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
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Salinan Keout usan ini disampaikan kepada Yth :

L K*'pala Riro Hukrrm Kementerian Dalarn Negeri rli .Iakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Biro l^ayanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda provinsi papua

Tengah di Nabire:
6. Masing-masingyang bersangkutan.



i-AMPIRAN KEPUTUSAN CUBERNUR PAPUATENGAH
NOMOR : 127 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2023

PR

DAFTAR NA\iIA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DI LINCKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPT'ATENCAH

TAHUN ANCGARAN 2023

dengan aslinya
BIRO HUKUM,

NI. SH, M.Si
2 199610 r 001

PJ. CUBERN('R PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

zuBKA HAI-UK

4

NO IYAIUA / IIIP PAI{GI{AT/GOL KEDUDUKAI{ DALA.DT PROGRAIT{/KFELITAN
1 2 3 4

I

)

RANY K()PRIYANTI LABETUBUN, S.IP
NIP. 19831129 200701 2 005

JUSLAN EKA PUTRA, S,STP

PENATA MUDA (lll/a)

PENATA MUDA (ltl i a)

BENDAHARA PENGELUARA.I\i PEMBANTU PADA

BIRO UMUM

BENDAHARA PENCELUARAN PEMBANTU PADA

BIRO PEMERINTAHAN


